
BUPATI PONOROGO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PONOROGO 
NOMOR 10 TAHUN 2016 

TENTANG 

PEDOMAN UMUM PENDAMPINGAN PROGRAM PENGEMBANGAN 
INFRASTRUKTUR SOSIAL, EKONOMI, PENDIDIKAN PERDESAAN 

KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2016 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PONOROGO, 

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Da a 
Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rene 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabup te 
Ponorogo Tahun 2005-2025, maka perlu menetapkan Pedo 
Umum Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekon m 
Pendidikan Perdesaan Kabupaten Ponorogo Tahun Angg 
2016, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bup 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ten 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkun 
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indon si 
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Ne ar 
Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diu 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ten n 
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Da r 
Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Und 
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dae ah 
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Ti 
dan Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 1950 ten 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar d 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa B a 
dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Ne ar 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tamb a 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sis e 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Ne ar 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamba 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 ten 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemb 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia No o 
5234); 



Menetapkan 
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4 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang es 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No o 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No o 
5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu li 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemb ra 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana t I 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Un 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu Ii 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemb ra 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lemb a 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Da r 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir den 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2 1 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri D a 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelol 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T 
2011 Nomor 310); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 T 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panj 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 - 2 2 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nor o 
6); 

9 . Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Ta u 
2015 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer 
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabup te 
Ponorogo Tahun 2015 Nomor 5); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UM 
PENDAMPINGAN 
INFRASTRUKTUR 
PERDESAAN 
ANGGARAN 2016. 

PROGRAM PENGEMBAN A 
SOSIAL, EKONOMI, PEND ID I 

KABUPATEN PONOROGO TAU 

Pasal 1 

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Pedoman Umum Pendampin 
Program Pengembangan Infrastruktur Sosial, Ekonomi, Pendidikan Perdes 
Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. 
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Pasal 2 

Pedoman Umum Pendampingan Program Pengembangan Infrastruktur So ial, 
Ekonomi, Pendidikan Perdesaan Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2 16 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan sebagai acuan yang ha s 
dilaksanakan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program dimaksud. 

Pasal3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu an 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo. 

Diundangkan di Ponorogo ' 
Pada tanggal .. l."":":J/.~.-:t..C>I ..... 

j SEKRET ARIS DAERAH ~ 
KABUPATENPONOROGO ' 

--
AGUSPRAMONO 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal O 1 APR 2C16 

,,..-BUPATI PONOROGO, ' 

~~, 
1 H. IPONG MUCHLISSONI 

rA.01( /0 BERIT A DAERAH KABUP ATEN PONOROGO T AHUN .. . ... . . . ... NO MOR .. . . .... . 


